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ABSTRAK

Perlindungan Hak Anak dalam Kerangka Sustainable Development Goals
(SDGs) di Wilayah Konflik Bersenjata Internasional

Oleh:
HANNA AQIDATUL I1ZZAH

Pasal 6 Convention on Rights of the Child 1989 menyatakan bahwa negara harus
menjamin  semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak.
Selanjutnya pasal 38 menjelaskan bahwa negara harus mengambil langkah yang
mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak
yang terkena dampak suatu konflik bersenjata. Menurut laporan PBB yang
tertuang dalam resolusi a/res/70/1, negara yang sedang berkonflik setidaknya
memenuhi lima hak dasar anak yakni pendidikan, hidup sehat, larangan
perekrutan dan penggunaan tentara anak, serta mengakhiri segala bentuk
kekerasan terhadap anak. Hal ini searah dengan ketentuan SDGs, terutama goals
2; mengakhiri kelaparan anak, goals 3; hidup sehat dan kesejahteraan anak, goals
4; pendidikan anak yang berkualitas, goals 8; pelarangan kerja paksa dan
perekrutan tentara anak, dan goals 16; institusi yang damai, adil dan baik bagi
anak. SDGs (Sustainable Development Goals) adalah cetak biru yang diadopsi
olen semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi
manusia dan bumi, sekarang dan di masa depan, dengan upaya saling bahu
membahu sehingga saat negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi hak pada anak,
negara lain dapat membantu memenuhi hak minimum bagi anak-anak yang berada
di wilayah konflik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas
relevansi antara instrumen hukum internasional dan kerangka SDGs sebagai
upaya pencapaian tujuan SDG untuk memenuhi hak anak di wilayah konflik
bersenjata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Sumber data diambil dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan pengumpulan data menggunakan
metode studi pustaka yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDGs mengakomodir ketentuan
perlindungan hak-hak anak di wilayah konflik bersenjata berdasarkan peraturan-
peraturan internasional dan upaya pemenuhan hak anak melalui SDGs dilakukan
dibawah kerjasama organisasi internasional dan negara netral.

Kata Kunci: Hak Anak, Konflik Bersenjata Internasional, Sustainable
Development Goals (SDGs).



ABSTRACT

Protection of the Rights of the Child in the Framework of Sustainable
Development Goals (SDGs) in International Armed Conflict Areas

By:
HANNA AQIDATUL IZZAH

Article 6 of the 1989 Convention on Rights of the Child states that the state must
ensure the maximum possible survival and development of children, further article
38 states that the state must take all possible steps to ensure the protection and
care of children affected by armed conflict. However, according to the UN report
set out in a/res/70/1 resolution, the conflicting country fulfills at least five basic
rights of children namely education, healthy living, prohibitions on recruiting and
using child soldiers and ending all forms of violence against children. This is in
line with the provisions of the SDGs (Sustainable Development Goals), especially
goals 2; ending child hunger, goals 3; healthy life and child welfare, goals 4;
quality children's education, goals 8; prohibition of forced labor and recruitment
of child soldiers, and goals 16; institutions that are peaceful, fair and good for
children. The SDGs are the blueprint adopted by all UN member states for peace
and prosperity for people and the earth, now and in the future, by working hand in
hand so when the state cannot fully fulfill the rights of children, other countries
can help fulfill the minimum rights for children in conflict areas. Based on this
description, this study discusses the relevance between international law
instruments with SDGs framework through achieving SDGs goals fulfilling
children's rights in international armed conflict areas. This research uses the
normative juridical method based on secondary data, primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data were collected via
literature study then analyzed using qualitative analysis methods. The results of
the study indicate that the SDG has accommodated the provisions that protect
children's rights in areas of armed conflict in accordance with international law
instruments and efforts on it were executed under the partnership of international
organizations and neutral states.

Keywords: Children's Rights, International Armed Conflict, Sustainable
Development Goals (SDGs).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi International Law atau hukum internasional berarti: prinsip-prinsip
hukum yang mengatur hubungan antarbangsa (the legal prinsiples of governing
the relationships between nation).! Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja,
hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara
negara dan negara, negara dan subyek hukum bukan negara, atau subyek hukum
bukan negara satu sama lain.> Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum
internasional adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan maupun

problematika yang terjadi di antara subyek hukum internasional.

Hukum internasional merupakan sumber hukum bagi subjek hukum internasional
dan sebagai pedoman dalam hubungan antar subjek hukum. Secara lebih lanjut,
sumber hukum internasional didapat dari perjanjian dan kebiasaan internasional

juga prinsip hukum umum serta sumber hukum tambahan seperti keputusan

! Bryan A. Garner, Edt., “Black’s Law Dictionary”, Minnesota: West Group, 1999, him.
822

2 Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional Buku | Bagian Umum”,
Bandung: Alumni, 1983, him. 3



pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka dunia atau dapat juga melalui
keputusan organisasi dan lembaga internasional.® Saat ini, sesuai dengan
perkembangan organisasi internasional maka timbul ketentuan-ketentuan hukum
internasional yang berasal dari keputusan organisasi internasionl, sebagai contoh
resolusi PBB yang dikeluarkan baik oleh majelis umum maupun dewan
keamanannya, dimana dalam hal lain keputusan itu dapat mempunyai kekuatan
mengikat bagi negara-negara anggota.” Resolusi PBB ini memang hanya
mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada anggota-anggotanya® namun tidak
dapat disangkal bahwa ada kalanya mempunyai kekuatan yang jauh melebihi arti

formal keputusan itu sebagaimana diatur dalam piagam.® Pengaruh besar

keputusan Majelis Umum ini dalam peranan atau fungsi Majelis Umum

dinamakan sebagai quasi legislative.’

Ditinjau dari hukum internasional, Resolusi Majelis Umum PBB yang dihadiri
oleh lebih dari 120 negara mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan
suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia khususnya apabila hal yang
diputuskan itu bertalian dengan hukum, salah satu contohnya resolusi A/RES/70/1
tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Resolusi PBB tentang Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu

resolusi penting yang sedang dipromosikan untuk dilaksanakan merupakan

¥ Mochtar Kusumaatmadja&Etty R. Agoes, “Pengantar Hukum Internasional”,

Bandung: P.T. Alumni, 2002, him. 114

* Ibid., him. 154

5 «_dapat membuat rekomendasi kepada Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
kepada Dewan Keamanan atau keduanya pada setiap pertanyaan atau masalah. ” dalam Pasal 10
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

® Mochtar Kusumaatmadja&Etty R. Agoes.., Op. cit., him. 155

" Quasi legislative pada dasarnya bersifat legislatif dengan memiliki hak untuk membuat
peraturan dan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak berada dalam kekuasaan atau
fungsi legislatif terutama sebagaimana didefinisikan secara konstitusional



sumber hukum tambahan yang berasal dari keputusan organisasi internasional

tentang kaidah untuk mengatur pembangunan berkelanjutan di tiap-tiap negara.

Sustainable Development Goals (SDGs) ini adalah bagian dari soft law, dimana
bentuk perjanjian dalam hukum internasional secara sederhana dapat dibedakan
dalam dua bentuk yaitu hard law atau soft law.® Hard law diartikan sebagai
perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan umumnya akan
menggunakan istilah konvensi, kovenan, protokol, dan treaty sedangkan soft law
hanya mengikat secara moral dan biasanya menggunakan istilah deklarasi,
rekomendasi, serta rencana aksi (action of plan).® Meskipun soft law tidak
mengikat secara hukum, namun apabila apabila banyak negara yang
melaksanakannya maka soft law seperti resolusi dan deklarasi dapat bergeser
menjadi hukum kebiasaan internasional yang merupakan salah satu sumber

hukum yang kemudian harus diterapkan.

SDGs adalah tujuan dunia yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang

terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia untuk

kesejahteraan manusia dan bumi'® dimana perdamaian, keadilan, dan institusi

yang kuat merupakan jantung dari agenda SDGs, sebagaimana dikatakan oleh

Sekretaris Jenderal PBB yang ke-9:*!

“Dunia yang berkelanjutan adalah dunia di mana orang dapat keluar
dari kemiskinan dan menikmati pekerjaan yang layak tanpa merusak

® Fuat Albayumi, “Soft Law sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN
(Asean Charter)”, Jurnal llmu Politik Hubungan Internasional, Vol. 12, No. 2, Juli 2012, him. 1
9 -
Ibid.
19 https://www.sdg2030indonesia.org pada tanggal 16 April 2019 Pukul 08.43 WIB
1 https://bankimooncentre.org/sdgs pada tanggal 28 April 2019 pukul 20.25 WIB


http://www.sdg2030indonesia.org/

ekosistem dan sumber daya penting bumi; di mana orang dapat tetap
sehat dan mendapatkan makanan dan air yang mereka butuhkan; di
mana setiap orang dapat mengakses energi bersih yang tidak
berkontribusi terhadap perubahan iklim; di mana perempuan dan
anak perempuan diberi hak dan kesempatan yang sama. ”

Tujuan-tujuan untuk agenda 2030 yang telah ditetapkan oleh PBB pada akhir

tahun 2015 tersebut dimuat dalam gambar sebagai berikut:*2

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan®
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Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan ini menyerukan kepada negara-
negara untuk memulai upaya-upaya mencapai 17 SDG selama 15 tahun ke depan

(sampai tahun 2030) dengan harapan tujuan tersebut dapat menjawab kebutuhan

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-

goals-kick-off-with-start-of-new-year/ pada tanggal 28 April 2019 pukul 20.54 WIB
B Lihat juga dalam https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 04.12 WIB


http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html

orang-orang di negara maju dan berkembang, dan menekankan bahwa tidak ada

negara maupun individu yang tertinggal.'* Beberapa tujuan tersebut berkaitan
dengan anak-anak, termasuk anak-anak di wilayah konflik untuk memastikan
kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, mengakhiri perekrutan dan

penggunaan tentara anak, dan menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap

anak-anak.*®

Salah satu hak dasar anak-anak yang tidak dapat terpenuhi di daerah konflik
bersenjata yaitu pendidikan, seperti yang terjadi di Afghanistan, dimana sistem
pendidikan di Afghanistan telah dihancurkan oleh konflik bersenjata lebih dari
tiga dekade yang mengakibatkan banyak anak-anak di negara itu menganggap
bahwa untuk menyelesaikan sekolah dasar masih menjadi mimpi yang sulit untuk
digapai, terutama di daerah pedesaan dengan perkiraan 3,7 juta anak putus sekolah
dan 60% dari mereka adalah perempuan.’® Data lain yang tercatat oleh PBB ialah
di negara Afghanistan pada tahun 2017, telah terjadi 16 insiden serangan terhadap

sekolah dan pendidikan.’

Selain dari krisis pendidikan karena konflik bersenjata yang terjadi di
Afghanistan, terdapat pula masalah lain yang diakibatkan oleh konflik bersenjata,
seperti masalah kesehatan yang terjadi di Yaman. Konflik yang terjadi di negara

ini merupakan dampak dari Arab Spring yang terjadi pada akhir 2010 lalu,

“Ibid.

1> https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/children-and-armed-conflict-
and-the-sdgs/ Pada tanggal 15 April 2019 Pukul 03.30 WIB

1 https://www.unicef.org/afghanistan/education pada tanggal 16 April 2019 Pukul 01.31
wiB

7 https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/afghanistan/ pada tanggal 16
April 2019 Pukul 01.41 WIB
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disebabkan oleh ketidakpuasan warga negara-negara Arab terhadap pemerintah
mereka yang kemudian menjadi konflik bersenjata dan masih berlanjut hingga
saat ini.”® Konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dengan Kelompok
Houthi ini menimbulkan banyak kerugian dan berdampak pada banyak orang,
seperti yang dikutip dari dari salah satu media berita yang menyebutkan bahwa
krisis Yaman mengakibatkan separuh dari warga mengalami kondisi pra-
kelaparan.® Berdasarkan data UNICEF, sejak dimulainya perang saudara pada
Maret 2015, di negara ini diperkirakan sekitar 5.000 anak-anak terbunuh dan
mengalami luka dalam peperangan.?® Suplai makanan yang terus berkurang
membuat negara itu menghadapi bencana kekurangan nutrisi bagi 2 juta anak.?
Badan amal Save the Children pada akhir tahun 2017 memperkirakan bahwa 130
anak meninggal dunia setiap hari karena kelaparan dan penyakit ekstrim.??
Kelaparan dan tidak dapat tercapainya perawatan kesehatan bagi mereka yang
membutuhkan ini merupakan hak dasar selanjutnya yang tidak dapat diraih oleh

anak-anak di daerah konflik bersenjata.

Konflik bersenjatapun turut terjadi di Suriah, atau disebut juga Republik Arab
Suriah (The Syrian Arab Republic) yang merupakan sebuah negara di wilayah
Asia Barat, dimana sebelah utaranya berbatasan dengan Turki, di sebelah timur
berbatasan dengan Irak, daerah selatan berbatasan dengan Yordania, sedangkan

Libanon, Israel dan Laut Tengah berada pada sebelah barat dengan Damaskus

¥ https://dunia.tempo.co/read/1142124/kenapa-yaman-dilanda-perang pada tanggal 16
April 2019 Pukul 08.53 WIB

9 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45974151 pada tanggal 15 April 2019 Pukul
02.44 WIB

2 |bid.

*! https://internasional.kompas.com.., Loc. cit.

?2 | bid.
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sebagai Ibukota dari Negara Suriah.?® Konflik yang terjadi antara Pemerintah dan
penentangnya juga merugikan banyak pihak termasuk anak-anak. PBB mencatat
bahwa banyak anak yang dipaksa bekerja bahkan direkrut menjadi tentara anak
pada tahun 2016, perekrutan dan penggunaan anak-anak meningkat tajam dengan
jumlah kasus yang telah terdata lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan
tahun 2015°*di antaranya vyaitu; 851 kasus dikaitkan dengan kelompok
bersenjata; dan 20% dari kasus-kasus tersebut melibatkan anak-anak di bawah
usia 15 tahun. Hasil dari hubungan mereka dengan pihak-pihak yang berkonflik,
setidaknya 37 anak-anak terbunuh dan 17 orang terluka; dalam konflik bersenjata
ini, anak laki-laki yang direkrut sebanyak 98% digunakan untuk fungsi militer
termasuk pertempuran di garis depan dimana PBB mencatat 29 anak-anak masuk
dalam pasukan pemerintah, yang 5 di antaranya dilatih, dipersenjatai dan
digunakan dalam pertempuran, sementara yang lain dikerahkan di pos-pos
pemeriksaan yang sebagian besar tidak bersenjata.”® Padahal anak-anak
seharusnya tidak dipekerjakan secara paksa dan dipergunakan menjadi tentara

anak karena melanggar haknya.

Lalu pada tahun 2018 lalu, Facebook dikecam dan dikritik karna adanya
pelelangan anak dengan mengunakan media sosial tersebut, saat seorang remaja

perempuan berumur 16 tahun yang berasal dari Sudan Selatan telah dilelang

2 https://www.kemlu.go.id/damascus/id/Pages/PROFIL-SURIAH.aspx pada tanggal4
April 2019 Pukul 17.53 WIB

 https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/syria/ pada tanggal 15 April
2019 Pukul 01.36 WIB
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tepatnya tanggal 25 Oktober 2018.%° Ironisnya, organisasi hak-hak anak yakni
Plan Internasional menyebutkan bahwa gadis tersebut ditawar oleh 5 orang yang
justru merupakan pejabat tinggi pemerintah di Sudan Selatan. Kejadian miris ini
menuai keprihatinan aktivis anak dan perempuan, sebab ayah gadis tersebut
dilaporkan menerima 500 sapi, tiga mobil, dan US$10 ribu sebagai imbalan untuk
putrinya.?” Ini merupakan salah satu kasus di Sudan Selatan dikarenakan tidak
kuatnya institusi pemerintah untuk memperhatikan keadilan dan hak-hak anak di
tengah-tengah maraknya perdagangan manusia (human trafficking). Hal tersebut
merupakan salah satu bagian dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang
dipicu oleh krisis akibat konflik bersenjata antara pasukan pemerintah melawan

pasukan oposisi.

Menurut Haryomataram, nonkombatan atau penduduk sipil (civilians) ialah
mereka yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan atau pertempuran,
karena itu mereka harus dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran serangan.?®
Secara khusus anak-anak merupakan kelompok yang paling terkena dampaknya
oleh perang, rentan mengalami kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan tindakan
tidak manusiawi lainnya. Oleh karena kondisi fisik mereka yang lemah, tidak
memiliki senjata dan kebanyakan tidak cakap menggunakannya untuk dapat

melawan adalah beberapa faktor sehingga mereka mendapat perlakuan yang

2 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181121103450-185-348010/gadis-16-
tahun—di—gydan—selatan—diIeIang-daIam-facebook pada tanggal 13 April 2019 Pukul 22.53 WIB
Ibid.
%8 GPH. Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Surakarta: Sebelas Maret
University Press, 1994, him. 102 dalam Ria Wierma Putri, Hukum Humaniter Internasional,
Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, him. 31
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semena-mena. Selanjutnya, Stephen Neff dalam bukunya menegaskan bahwa
anak-anak dilarang untuk terlibat dalam konflik bersenjata,*®

“...only certain categories of persons were allowed to engage in

armed conffict. Some, such a women, children and the aged or infirm,

were excluded by the dictates of nature...”
Bahwa hanya kategori orang tertentu saja yang diizinkan terlibat dalam konflik
bersenjata, sedangkan wanita, anak-anak dan lanjut usia ditentukan untuk tidak
dapat diikutsertakan dalam konflik bersenjata, karena anak-anak merupakan pihak
yang dilindungi Hukum Internasional secara khusus dalam situasi konflik

bersenjata sesuai dengan Geneva Convention 1V 1949 yaitu Konvensi Jenewa IV

tentang perlindungan orang sipil di waktu perang.

Saat ini, negara-negara berkonflik seperti Afghanistan, Yaman, Sudan Selatan,
juga Suriah mengalami krisis, yang mengakibatkan banyak anak-anak tidak dapat
mengenyam pendidikan, menderita kelaparan dan penyakit, direkrut dan
digunakan sebagai tentara anak-anak, bahkan diculik dan menjadi objek kekerasan
seksual. Hal-hal yang terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan
bagi anak-anak dan melanggar hak asasi manusia. Terdapat pula beberapa negara
lain yang mengalami konflik bersenjata dan melibatkan anak-anak di dalamnya,

seperti bisa dilihat pada gambar berikut ini:*

% Stephen C. Neff, “War and The Law of Nations A General History”, New York:
Cambridge University Press, 2005, him. 50

%0 https://www.straitstimes.com/world/children-in-conflict-zones-hit-by-shocking-scale-
of-attacks-unicef Pada tanggal 23 April 2019 Pukul 16.44 WIB
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/sexual-violence/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjODUAazpO0zxTAmupvY0jjRxbHfg
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Gambar 2. Anak-anak di Daerah Konflik

|
Over the course of 2017
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Source: UNICEF  STRAITS TIMES GRAPHICS

Peta yang dirilis pada akhir tahun 2017 dengan berdasarkan data yang didapat dari
UNICEF ini menyoroti data dari sejumlah zona konflik seperti di Myanmar, anak-
anak Rohingya menderita dan menyaksikan kekerasan dan diperparah dengan
diserang dan diusir dari rumah mereka di negara bagian Rakhine. Di Afghanistan,
hampir 700 anak-anak terbunuh dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2017,
sementara di Irak dan Suriah, anak-anak dilaporkan telah digunakan sebagai
sasaran para penembak jitu dan hidup melalui pemboman hebat. Jutaan anak

lainnya menderita kekurangan gizi, penyakit, dan trauma ketika pelayanan dasar
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seperti akses ke makanan, air, sanitasi, dan kesehatan ditolak, rusak atau hancur

dalam pertempuran.®

Semua data tersebut belum termasuk data atas hancurnya rumah dari anak-anak,
perusakan sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya juga pemblokiran
akses untuk bantuan kemanusiaan dan pelayanan untuk dapat menyelamatkan jiwa
bagi anak-anak. Padahal Konvensi Hak-Hak Anak pada Pasal 16 Ayat (1) memuat
bahwa:

“tidak seorang anakpun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan

secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah

atau surat menyurat, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri

dan reputasinya”
Berdasarkan pasal tersebut artinya anak-anak berhak mendapatkan perlindungan,
dan tidak boleh mengalami gangguan ataupun serangan terhadap kehidupannya.
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak atas hidup
(right to life)*?, hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery)®®, hak

bebas dari penyiksaan (right to be free from torture)** yang bersifat absolut dan

tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh para pihak (non derogable rights).

Konflik bersenjata tersebut juga melanggar Konvensi Jenewa IV (tentang
perlindungan orang sipil pada masa perang), dan Protokol Tambahan (pada
Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban

pertikaian-pertikaian bersenjata internasional dan bukan internasional) khususnya

31 H

Ibid.
%2 pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
3 pasal 4 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
% pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
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tentang perlindungan bagi anak-anak®, adanya tentara anak juga bertentangan
dengan perjanjian multilateral antarnegara The Optional Protocol on the Rights of
the Child in the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC) atau biasa
disebut dengan Perjanjian Tentara Anak adalah perjanjian multilateral dimana
negara-negara setuju untuk memastikan bahwa orang-orang yang belum mencapai
usia 18 tahun tidak wajib direkrut ke dalam kelompok bersenjata mereka.*®
Perjanjian itupun melarang kelompok bersenjata non-negara merekrut siapa pun di

bawah usia 18 tahun untuk tujuan dan dalam keadaan apapun.®’

Selain itu, PBB juga dalam laporannya yang tertuang dalam resolusi a/res/70/1
menyatakan bahwa anak adalah yang paling terkena dampak dari konflik
bersenjata dan ada hak-hak minimum bagi anak yang harus dipenuhi di wilayah
konflik. Hak-hak minimum itu sejalan dengan beberapa tujuan dari SDGs yang
berkaitan dengan anak di wilayah konflik bersenjata yang harus dipenuhi yakni
SDGs 2 tentang mengakhiri kelaparan anak, SDGs 3 tentang hidup sehat dan
kesejahteraan anak, SDGs 4 tentang pendidikan anak yang berkualitas, SDGs 8
tentang pelarangan kerja paksa dan perekrutan tentara anak, dan SDGs 16 tentang

institusi yang damai, adil dan baik bagi anak.®

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana regulasi dari
hukum internasional dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

juga relevansi antara keduanya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di

% pasal 77 Protokol Tambahan | Konvensi Jenewa

% pasal 2 Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

%" pasal 4 Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

% https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/children-and-armed-conflict-
and-the-sdgs/ Pada tanggal 10 Desember 2019 Pukul 00.18 WIB
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wilayah konflik bersenjata serta pemenuhan hak-hak anak melalui SDGs dengan
menjadikannya penelitian skripsi berjudul: “Perlindungan Hak Anak dalam
Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) di Wilayah Konflik

Bersenjata Internasional”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi pengaturan internasional dan kerangka SDGs dalam
melindungi hak anak di wilayah konflik bersenjata internasional?

2. Bagaimana upaya perlindungan hak anak melalui kerangka Sustainable

Development Goals (SDGs) di wilayah konflik bersenjata internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penulisan penelitian

ini adalah:

a. Untuk memaparkan dan menjelaskan tentang relevansi antara regulasi dari
Hukum Internasional dan kerangka SDGs terhadap perlindungan hak anak di
wilayah konflik bersenjata.

b. Untuk menjelaskan upaya pencapaian tujuan SDGs dalam memenuhi hak

anak di wilayah konflik bersenjata.

2. Manfaat Penelitian
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Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan
serta pengetahuan kepada pembaca mengenai peraturan-peraturan internasional
tentang konflik bersenjata internasioanal dan perlindungan hukumnya terhadap
hak anak serta keterkaitannya antara SDGs yang merupakan tujuan dunia untuk
tahun 2030 dengan anak-anak yang berada di wilayah konflik bersenjata

internasional.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca khususnya
masyarakat umum tentang hukum internasional sehingga masyarakat dapat
memahami praktik yang terjadi di area konflik bersenjata internasional
berdasarkan pada kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Manfaat
praktis penelitian ini adalah bentuk aplikasi dari manfaat teoritis sehingga
nantinya dapat digunakan sebagai referensi dan teori yang dapat digunakan pada
kasus sejenis. Jadi, diharapkan apabila ada penelitian lebih lanjut mengenai
permasalahan sejenis, dapat menggunakan skripsi ini selaku sumber data

sekunder.

D. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dalam skripsi secara khusus membahas tentang hak anak dalam kondisi
dan pada wilayah konflik bersenjata internasional. Dimana anak memiliki banyak

hak yang harus dipenuhi, tetapi dalam penelitian skripsi ini hanya akan membahas
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hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak dari segi ekonomi dengan cara
kerja yang tepat untuk semua dan larangan perekrutan juga penggunaan dari
tentara anak, dari segi kesehatan dengan hidup sehat bagi anak, dan keadilan bagi
anak dalam wilayah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Internasional dan

kerangka SDGs 2030 yang merupakan tujuan untuk dunia.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan skripsi ini, penulis merangkai sistematika penulisan
untuk mempermudah penulisan, yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan awal dari penulisan untuk memberikan gambaran umum dari
isi skripsi yang terdiri dari latar belakang tentang dampak dari konflik bersenjata
yang mengakibatkan hak anak tidak dapat terpenuhi khususnya dalam bentuk
pendidikan, pelayanan kesehatan, keadilan dan dari segi ekonomi dimana anak
dipaksa bekerja dan direkrut untuk menjadi tentara anak. Hal ini lalu
menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan dari Hukum Internasional dan
perlindungannya terhadap hak anak tersebut pada kerangka SDGs yang
selanjutnya menjadi rumusan masalah, terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian
dari skripsi ini, ruang lingkup penelitian yang dilakukan, dan sistematika

penulisan.

Bab Il. Tinjauan Pustaka
Bab ini menguraikan pengertian yang menjadi pokok bahasan dari skripsi tentang

pengertian dari hak asasi manusia, anak dan hak anak, konflik bersenjata, dan
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pengertian SDGs beserta resolusinya. Bab ini juga membahas tentang peraturan-
peraturan internasional yang membahas tentang anak beserta haknya di dalam

wilayah konflik bersenjata.

Bab I11. Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis dalam
mengerjakan penelitian ini yang terdiri dari jenis dan tipe penelitian, pendekatan
masalah, sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data dan
pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dan yang terakhir adalah bagian
analisis data sebagai bentuk dari pemikiran penulis terhadap data yang telah

didapat.

Bab IV. Pembahasan

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi penjabaran data dan analisis
hasil penelitian. Diawali dengan bahasan perlindungan hak anak sebagai korban
dari konflik bersenjata dengan menguraikan peraturan-peraturan internasional
yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kerangka tujuan SDGs tentang hak-hak
anak pada wilayah konflik bersenjata. Lalu dilanjutkan dengan analisis dari
penulis terhadap pemenuhan hak anak-anak tersebut dengan berdasarkan pada

Hukum Internasional dan SDGs 2030.

Bab V. Penutup
Bab ini adalah penutup dari penelitian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan

saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan isi skripsi yang telah
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dikerjakan setelah selesai membahas tentang permasalahan secara menyeluruh
dan kemudian diberikan pula saran dengan harapan membangun bahwa konflik
bersenjata harusnya tidak melupakan hak yang didapat untuk seorang anak
mengingat telah adanya peraturan-peraturan internasional yang telah mengaturnya

dan harapan akan keberlangsungan dan penerapan dari SDGs 2030.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan
dikutip dari adalah:*

“A human right by definition is a universal moral right, something
which all men, everywhere, at all times ought to have, something of
which no one may deprived without a grave affront to justice,
something which is owing to every human being simply because he
[she] is human”
Memiliki artian bahwa hak asasi manusia adalah hak moral universal, yang harus
dimiliki semua orang, di mana saja, setiap saat, dan tidak boleh dirampas demi

keadilan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah

manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia

manusia.** Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh

% Kurniawan Kunto&Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia:
Menuju Democratic Governances”, Jurnal lImu Sosial & lImu Politik, Vol. 8, No. 3, Maret 2005,
him. 293
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masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan
martabatnya sebagai manusia.** Maka meskipun setiap orang terlahir dengan
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-
beda, ia tetap mempunyai hak tersebut dan inilah sifat universal dari hak-hak
tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut
(inalienable).”  Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh
seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki
hak-hak tersebut, dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai

makhluk insani.

Pendapat lain menyebutkan, hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau
norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan
dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum Kkota dan
internasional.*® Definisi hak asasi manusia lainnya yang dapat dipakai yaitu
definisi menurut PBB yakni hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada
semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa,
agama, atau status lainnya.** Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan

kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat

“0 Jack Donnely, “Universal Human Rights in Theory and Practice”, Itacha and London:
Cornell University Press, 2003, him. 7-21

* Maurice Cranston, “What are Human Rights? ”, New York: Taplinger, 1973, him. 70

2 Rhona K.M. Smith dkk, “Hukum Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta: Pusat Studi Hak
Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM Ull), 2008, him. 11

8 James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar,
December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Retrieved August 14,
2014 dalam Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di
Indonesia”, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, him. 2

* https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ pada tanggal 24 April 2019
pukul 19.20 WIB


http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
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dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi dimana setiap

orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi.*®

2. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah generasi kedua atau
keturunan pertama; manusia yang masih kecil.*® Anak adalah amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati,
dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, hukum, dan setiap individu sebagai orang

tua.’

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang
yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui
kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia
kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap negara
peserta.*® Batasan usia kategori anak juga dapat dilihat dalam dokumen-dokumen
internasional, seperti:*°
a. Task Force on Juvenile Deliquency Prevention, menentukan batas usia
penentuan  seseorang dikategorikan sebagai anak dalam  konteks
pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas

antara 16-18 tahun.

** |bid.

“® https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.27 WIB

*" Josef M. Monteiro, “Konvensi tentang Hak-hak dalam Konflik Hukum Anak”, Jurnal
Hukum Pro Justitia Vol. 8 No. 2, 2010, him. 150

8 Supriyadi W. Eddyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak”, Seri Bahan Bacaan Kursus
HAM untuk Pengacara XI, 2007, him. 2

* Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012, him. 9
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b. Resolusi PBB 40/33 tentang United Nation Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (Aturan Minimal Standar PBB untuk
Administrasi Peradilan Anak) menerapkan batasan anak yaitu seseorang yang
berusia 7-18 tahun.

c. Resolusi PBB 45/113 tentang Rules for the Protection of Juveniles Deprived of
their Liberty (Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya)
menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seorang yang berusia di

bawah 18 tahun.

Hukum Nasional juga memiliki pengertian tentang anak, dimana anak adalah

seseorang yang belum dewasa dan masih belum mencapai usia 16 tahun® dan
seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum

genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21
tahun.”
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
menyatakan bahwa:

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. ”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mendefinisikan anak di bawah umur sebagai “anak yang berhadapan dengan

hukum” yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.>

%0 pasal 45 KUHP

5! pasal 330 ayat (1) KUHperdata

%2 Nikmah Rosidah&Rini Fathonah, “Hukum Peradilan Anak”, Bandar Lampung: Zam-
Zam Tower, 2019, him. 3
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Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:*
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan definisi anak dari berbagai sumber di atas maka dapat dikatakan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah
dan dimungkinkan adanya perbedaan batasan umur dari seorang anak tergantung
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara

tempat anak tersebut tinggal.

3. Pengertian Hak Anak

Hak anak yang dimaksud dari konvensi hak-hak anak kembali disebutkan dalam
prinsip panduan tentang persyaratan umum untuk semua hak yang dikeluarkan
oleh UNICEF vyaitu:>*

a. Non-diskriminasi®®

Bahwa konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun rasnya, agama atau
kemampuan; apapun yang mereka pikirkan atau katakan, dan jenis keluarga
mereka berasal. Tidak masalah di mana anak-anak tersebut hidup, bahasa apa
yang mereka gunakan, apa yang orang tua mereka lakukan, apakah mereka laki-
laki atau perempuan, apapun adat dan budayanya, apakah mereka cacat atau kaya

atau miskin. Tidak ada anak yang harus dirawat tidak adil atas dasar apa pun.

>3 1bid., him.5

> https://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf pada tanggal 24 April 2019
pukul 22.57 WIB

% pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak


http://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf
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b. Kepentingan terbaik anak®

Bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama dalam membuat
keputusan yang dapat memengaruhi mereka. Semua orang dewasa harus
melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ketika orang dewasa menghasilkan
keputusan, mereka harus memikirkan tentang bagaimana keputusan mereka akan
mempengaruhi anak-anak. Ini khususnya berlaku untuk pembuat anggaran,

kebijakan dan hukum.

c. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang®’
Bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup. Negara harus memastikan bahwa

anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan sehat.

d. Menghormati pandangan anak™

Ketika orang dewasa membuat keputusan yang memengaruhi anak-anak, anak-
anak memiliki hak untuk mengatakan apa yang menurut mereka harus terjadi dan
orang dewasapun harus mempertimbangkan pendapat mereka. Ini tidak berarti
bahwa anak-anak sekarang dapat memberi tahu orang tua mereka apa yang harus
dilakukan. Tetapi konvensi ini mendorong orang dewasa untuk mendengarkan
pendapat anak-anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan tetapi
bukan memberi anak otoritas atas orang dewasa. Pasal 12 ini tidak mengganggu
hak dan tanggung jawab orang tua untuk mengungkapkan hak mereka terhadap

pandangan tentang hal-hal yang dapat memengaruhi anak-anak mereka. Selain itu,

% pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak
5 pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak
% pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak
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Konvensi mengakui bahwa partisipasi tingkat anak dalam keputusan harus sesuai
dengan tingkat kedewasaan anak. Kemampuan anak untuk membentuk dan
mengungkapkan pendapat mereka berkembang dengan bertambahnya usia dan
kebanyakan orang dewasa secara alami akan memberikan pandangan kepada
remaja bobot yang lebih besar daripada anak-anak prasekolah, baik dalam

keputusan keluarga, hukum atau administratif.

4. Pengertian Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain;
Perang ialah pertikaian bersenjata yang memenuhi persayaratan tertentu, yakni
bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata
itu disertai pernyataan perang sedangkan pertikaian bersenjata lainnya adalah
pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi

perang.”

Menurut Malcolm D. Evans, bahkan ada masanya ketika istilah perang dipahami
secara sempit sebagai kondisi formal yang muncul ketika ada declaration of war
(pernyataan perang) atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satu pihak
dalam suatu konflik menganggap konflik tersebut sebagai perang. Berpijak pada
pandangan formal semacam itu, sangat mungkin muncul situasi perang namun

tidak terwujud secara nyata dalam konflik bersenjata, dan sebaliknya, mungkin

* Mahfud, “Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum
Humaniter Internasional”, Kanun Jurnal limu Hukum No. 66 Th. XVII, Agustus 2015, him. 237



25

pula terjadi konflik bersenjata tanpa didahului oleh pernyataan perang, sehingga

secara teknis belum bisa dikategorikan sebagai perang.®°

ICRC sebagai wakil dari negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 juga
menyebutkan definisi dari "konflik bersenjata internasional™ dan “konflik
bersenjata non-internasional” di bawah Hukum Humaniter Internasional dengan
membedakan dua jenis konflik bersenjata, yaitu:*

a. konflik bersenjata internasional, menentang dua atau lebih negara, dan

b. konflik bersenjata non-internasional, antara pasukan pemerintah dan kelompok

bersenjata non-pemerintah, atau antara kelompok-kelompok semacam itu saja.

Perjanjian pada Hukum Humaniter Internasional juga menetapkan perbedaan
antara konflik bersenjata non-internasional dalam arti umum pada pasal 3
Konvensi Jenewa tahun 1949 dan konflik bersenjata non-internasional yang
termasuk dalam definisi yang diberikan dalam Artikel 1 dari Protokol Tambahan
I. Secara hukum, tidak ada jenis konflik bersenjata lainnya, meskipun demikian,
penting untuk digarisbawahi bahwa suatu situasi dapat berkembang dari satu jenis
konflik bersenjata ke yang lain, tergantung pada fakta yang berlaku pada saat

tertentu.?

% Malcolm D. Evans, “International Law ”, Oxford: Oxford University, 2003, him. 791
61 https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-
170308.h6tzm Pada tanggal 21 April 2019 pukul 20.37 WIB
Ibid.


http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-
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5. Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda kelanjutan dari Millenium
Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Perbedaannya
adalah SDGs memuat tujuan dalam skala yang lebih luas dan meneruskan tujuan-
tujuan yang belum dapat dicapai oleh Millenium Development Goals (MDGSs)
khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang sebelumnya tidak
tercantum dalam MDGs.% Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan
sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030, dan berbeda
dengan Millenium Development Goals (MGDs) yang lebih bersifat birokratis dan
teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak

termasuk organisasi masyarakat sipil.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif, terbukti
sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki Moon) memberikan ruang
yang lebih luas kepada stakeholder® non-pemerintah untuk terlibat dalam proses
penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015.%° Melalui diadakannya forum
konsultasi antar-stakeholder dan My World Survey, yang merupakan survey dari
PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs.®® My World Survey adalah
global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk

menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini

% Majelis Umum PBB, “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable
Development”, Resolutions A/RES/70/1, 2015 diakses dari
ttps://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E Pada tanggal 17 Juli
2019 Pukul 06.12 WIB

% Stakeholder adalah pemangku kekuasaan yang ikut berperan dalam topik yang diangkat

% Sekar Panuluh&Meila R. Fitri, “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development
Goals (SDGs) di Indonesia”, International NGO Forum on Indonesian Development Briefing
Paper 02, 2016, him. 5

% Ibid.


http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp
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yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan

yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi
ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3)
Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership
(kerjasama).®” Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi
17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan

terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Mulai tahun 2016, SDGs secara resmi menggantikan MDGs dimana SDGs berisi
seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa
tanpa terkecuali, dimana tujuan SDGs memiliki target-target yang harus tercapai,
target tersebut juga meneruskan apa yang belum diselesaikan pada program
MDGs yang hanya meningkatkan pendapatan dan mengakhiri kemiskinan juga
kelaparan. SDG dibangun di atas kerja puluhan tahun oleh negara dan PBB,
termasuk Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.% Sejarah dari SDGs

bermula saat:%°

Tahun Agenda

1992 Pada Juni 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, dimana lebih
dari 178 negara mengadopsi Agenda 21, sebuah rencana aksi
komprehensif untuk membangun kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kehidupan
manusia dan melindungi lingkungan.

" Ibid.

%8 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 pada 25 April 2019 pukul 00.50
wiB

% Ibid.


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.un.org/development/desa/en/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjERjpYA_jweBeykSij7Q-l5n1dpA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/unced&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjnf1M9s_Ix87nWXanSTg_xp2W0Tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgCEmZRGPMbFKPaQ-aVdk_RxZt77A
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2000

Kemudian Negara-negara Anggota dengan suara bulat mengadopsi
Deklarasi Milenium pada KTT Milenium pada September 2000 di
Markas Besar PBB di New York. KTT tersebut mengarah pada
penjabaran dari delapan Tujuan Pembangunan
Milenium/Millenium  Development  Goals  (MDGs) untuk
mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2015.

2002

Kemudian Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan
Berkelanjutan dan Rencana Implementasi, yang diadopsi
pada KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Afrika
Selatan pada tahun 2002, menegaskan kembali komitmen
komunitas global terhadap pengentasan kemiskinan dan
lingkungan, dan dibangun berdasarkan Agenda 21 dan Deklarasi
Milenium dengan memasukkan lebih banyak penekanan pada
kemitraan multilateral.

2012

Pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +
20) di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni 2012, Negara-negara
Anggota mengadopsi dokumen hasil "Masa Depan Yang Kita
Inginkan" di mana mereka memutuskan, antara lain, untuk
meluncurkan proses untuk mengembangkan satu set SDGs untuk
membangun MDGs dan untuk mendirikan Forum Politik Tingkat
Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan . Hasil Rio +20
juga memuat langkah-langkah lain  untuk  menerapkan
pembangunan berkelanjutan, termasuk mandat untuk program
kerja masa depan dalam pembiayaan pembangunan, negara-negara
berkembang, pulau kecil dan banyak lagi.

2013

Majelis Umum membentuk 30 anggota Kelompok Kerja
Terbuka untuk mengembangkan proposal tentang SDGs.

2015

Dilanjutkan pada Januari 2015, Majelis Umum memulai proses
negosiasi padaagenda pembangunan pasca-2015. Proses ini
memuncak dalam adopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan berikutnya, dengan 17 SDG pada intinya, pada KTT
Pembangunan Berkelanjutan PBB pada September 2015.
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Tahun 2015 adalah tahun yang penting untuk multilateralisme dan pembentukan

kebijakan internasional, dengan diadopsinya beberapa perjanjian utama, yakni:"

a) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (Maret 2015) yaitu Kerangka
Sendai untuk pengurangan resiko bencana yang menghasilkan resolusi
A/RES/69/283

b) Addis Ababa Agenda (Juli 2015) yaitu Agenda Aksi Addis Ababa tentang
Pendanaan untuk Pembangunan yang menghasilkan resolusi A/RES/69/313

c¢) Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development
(September 2015) yang membahas Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan dengan 17 SDG-nya diadopsi pada KTT Pembangunan
Berkelanjutan PBB di New York yang menghasilkan resolusi A/RES/70/1

d) Paris Agreement on Climate Change (Desember 2015) yaitu Perjanjian Paris
tentang Perubahan Iklim yang menghasilkan resolusi

FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

Forum Politik Tingkat Tahunan tentang Pembangunan Berkelanjutan saat ini
berfungsi sebagai platform PBB pusat untuk tindak lanjut dan peninjauan SDG

dengan 17 tujuan pembangunan untuk mengubah dunia kita, yaitu:"*

No. Tujuan Penjelasan

yaitu mengentas segala bentuk kemiskinan di
1. Tanpa kemiskinan seluruh tempat.

0 Ibid.

" The Sustainable Development Agenda diakses dari
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ pada tanggal 8 Mei 2019 pukul
01.30 WIB
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan

2. Tanpa kelaparan pangan dan perbaikan nutrisi, serta
menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3 Kehidupan yang yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung
: sehat dan sejahtera kesejahteraan untuk semua usia.
o yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang
4. Pendldlkar_l yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan
berkualitas belajar seumur hidup bagi semua orang.
yaitu mencapai kesetaraan gender dan
5. Kesetaraan gender memberdayakan perempuan.
6. Air bersih dan yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk
o semua.
sanitasi yang layak
. : yaitu memastikan akses pada energi yang
7. Energl_ bersih dan terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan
terjangkau modern untuk semua.
Pekerjaan layak dan yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi
8. pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan
ekonomi yang layak untuk semua.
Industri, inovasi dan yaitu mt_amba_ngun |r_1frgstrl_1ktur kuat_,
9. ) mempromosikan industrialisasi berkelanjutan,
infrastruktur dan mendorong inovasi.
10 Berkurangnya yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di
' kesenjangan antara negara-negara.
11 Kota dan komunitas yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif,
' berkelanjutan aman, kuat, dan berkelanjutan.
Konsumsi dan
12. produksi ygng yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi
bertanggung jawab yang berkelanjutan.
13 Penanganan mengambil langkah penting untuk melawan
’ perubahan iklim perubahan iklim dan dampaknya.
yaitu perlindungan dan penggunaan samudera,
14. Ekosistem laut laut dan sumber daya kelautan secara

berkelanjutan.
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yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan,
melawan perubahan lahan menjadi gurun,

15. Ekosistem darat menghentikan dan merehabilitasi kerusakan
lahan, menghentikan kepunahan
keanekaragaman hayati.
Perdamaian,
keadilan, dan ) _ _
16. kelembagaan yang yaitu mendorong rr)asyargkat adil, damai, dan
inklusif.
tangguh
17 Kemitraan untuk yaitu menghidupkan kembali kemitraan global

mencapai tujuan

demi pembangunan berkelanjutan.

Anak-anakpun termasuk dalam bagian SDGs, seperti yang dapat dikutip dari

website UNICEF yang menyebutkan bahwa anak-anak ditempatkan pada pusat

agenda tujuan ini.”> UNICEF memperjuangkan hak anak pada 11 tujuan SDGs

yaitu; tidak adanya kemiskinan, nol kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang

baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, industri

inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, aksi iklim, institusi kuat

perdamaian dan keadilan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.”

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini adalah cetak biru untuk

mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua

individu termasuk anak di dunia, untuk mengatasi tantangan global yang kita

hadapi, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan,

degradasi lingkungan, kemakmuran, dan perdamaian dan keadilan.”

April 2019 pukul 00.05 WIB

72 https://www.unicef.org/agenda2030/69525.html pada 25 April 2019 pukul 01.50 WIB

73 H
Ibid.

™ https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ pada 25

iklim,
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B. Aturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan manusia yang belum dewasa namun seringkali diabaikan haknya
dengan dijadikan objek untuk hal-hal yang seharusnya tidak mereka dapatkan, dan
diperlakukan tidak manusiawi karena mereka adalah individu yang lemah dan
seringkali tidak dapat melawan ketidakadilan. Padahal anak adalah generasi
penerus yang harus diperhatikan haknya mengingat bahwa ia adalah bagian dari
protected person atau orang yang harus dilindungi. Maka dari itu, terdapat Hukum
Internasional berkaitan tentang hak apa yang harus dilindungi dan diberikan
kepada anak. Beberapa peraturan internasional yang melindungi dan mengatur

tentang hak-hak anak ialah:

1. Universal Declaration of Human Rights 1948

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10
Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly
Resolution 217 A (I11).” Deklarasi ini merupakan standar umum yang
menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi,
dimana deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia
tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal.”® Deklarasi ini
kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak

asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing — masing negara, dan UU di

masing — masing negara yang terkait dengan isu — isu hak asasi manusia.

> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Oktober 2011 diakses dari

http://icjr7.gr.id/deklarasi—universal—hak-asasi—manusia/ pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 19.38 WIB
Ibid.


http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/
http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/
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Deklarasi ini memuat hal-hal yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi
pemenuhannya oleh para pihak (non derogable rights), seperti hak atas hidup
(right to life)””, hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery)’, dan
hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture)’®. Deklarasi ini
melindungi hak-hak asasi manusia termasuk hak anak, dengan secara langsung
menyebutkan bahwa:®

“Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan

istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di

luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. ”
Deklarasi inipun menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan

pendidikan dan orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan

bagi anaknya.®!

2. Geneva Convention 1V (Protection of Civilian Persons in Time of War) 1949

Geneva Convention atau Konvensi Jenewa adalah inti dari Hukum Humaniter
Internasional, karena konvensi ini mengatur tentang konflik bersenjata dengan
memperhatikan kemanusiaan melalui perlindungan korban dari konflik bersenjata
tersebut. Konvensi Jenewa ini memiliki 4 (empat) perjanjian dimana salah satunya
terdapat Geneva Convention IV atau Konvensi Jenewa yang berisi tentang
perlindungan orang sipil di waktu perang (protection of civilian persons in time of

war).

" pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
"8 pasal 4 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
™ pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
8 pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
8 pasal 26 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
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Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa
saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur
persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran.®?
Sebagaimana disebutkan bahwa:®

“...melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak di

bawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil... ”

Adanya jaminan terhadap anak-anak di bawah lima belas tahun yang menjadi
yatim piatu dan terpisah dari orang tuanya akibat perang untuk mendapatkan
bantuan pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan.®* Kepada pihak
Kekuasaan Pendudukan dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan lokal,
diharuskan membantu kelancaran bekerja semua lembaga yang bertujuan untuk
perawatan dan pendidikan anak, dan tidak boleh menghalang-halangi
diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai makanan, pengobatan dan

perlindungan untuk manfaat anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil,

dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun.®

3. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Relating
to the Protection of Victims of International (Protocol 1) and Non-
International Armed Conflicts (Protocol 11)

Konvensi-Konvensi Jenewa memiliki 2 (dua) protokol tambahan, yaitu tentang

Perlindungan Korban-korban Bersenjata Internasional pada Protokol I dan Bukan

8 Enni Narwati&Linna Hastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik
Bersenjata”, Jurnal Penelitian Din. Sos. Vol. 7 No. 1, April 2008, him. 3

8 Bab 11 Pasal 14 Konvensi Jenewa IV

8 Bab Il Pasal 24 Konvensi Jenewa IV

8 Bab 111 Seksi 111 Pasal 50 Konvensi Jenewa 1V
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Internasional pada Protokol Il. Protokol Tambahan Il tahun 1977 merupakan satu
kesatuan dengan Protokol Tambahan | tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan
Il tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat
internasional atau noninternasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang
terlibat langsung dalam suatu koflik bersenjata yang bersifat noninternasional

diatur dalam pasal 4 ayat (3) ¢, d; dan juga dalam pasal 6 ayat (4).%

Protokol Tambahan | menetapkan aturan tentang bagaimana perang dapat
diperjuangkan. Kombatan®” harus mengambil semua tindakan pencegahan yang
layak dalam memilih senjata dan metode perang untuk menghindari korban jiwa,
cedera pada warga sipil, dan kerusakan pada benda-benda sipil. Protokol
Tambahan Il adalah perjanjian internasional pertama yang dikhususkan untuk
melindungi orang-orang Yyang terkena dampak konflik bersenjata non-
internasional, atau perang saudara.®® Protokol Tambahan juga memberikan
perlindungan kepada semua tenaga medis, unit dan alat transportasi sehingga
warga sipil dapat menerima perawatan medis selama masa perang; mengharuskan
pihak yang bertikai untuk mencari orang hilang dari pihak lawan; memperkuat
kewajiban untuk memberi warga sipil makanan, air, dan kebutuhan pokok
lainnya; Pihak-pihak dalam sengketapun diharuskan untuk mengambil segala

tindakan agar anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun tidak ikut ambil

8 Enni Narwati&Linna Hastuti.., Op.cit, HIm. 4

8 Orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau medan
peperangan

8 protocols | and 11 additional to the Geneva Conventions on 1 January 2019, diakses dari
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm pada tanggal 2
Mei 2019 pukul 01.35 WIB


http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm
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bagian dalam peperangan, khususnya menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu

untuk masuk dalam angkatan perang mereka.*

Pengecualian untuk anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut
terlibat secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian
jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan
istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi
tawanan perang atau tidak. Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan
tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus, dalam segala keadaan,
berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, diberikan perlindungan secara umum

seperti diatur dalam pasal 75.%

4. The Optional Protocol on the Rights of the Child in the Involvement of
Children in Armed Conflict (OPAC) 2000
Disebut juga sebagai protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik
bersenjata, juga dikenal sebagai Traktat Prajurit Anak yang merupakan perjanjian
multilateral dimana Negara-negara setuju untuk menjaga anak dari keterlibatan
langsung dalam konflik bersenjata.
Secara jelas disebutkan bahwa:™*
“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak
untuk memastikan hal itu anggota angkatan bersenjata mereka yang

belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan mengambil
bagian langsung dalam permusuhan”

8 pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
% Enni Narwati&Linna Hastuti.., Loc.Cit
% pasal 1 Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
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Negara pihak harus menjamin tidak merekrut orang yang belum berusia 18 tahun
tidak wajib untuk direkrut sebagai angkatan bersenjata mereka®, dan diharuskan
untuk mengambil segala langkah untuk mencegah perekrutan dan penggunaan

dari anak di bawah usia 18 tahun®.

5. Convention on Rights of The Child (CRC) 1989

Convention on Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak adalah
sebuah konvensi yang memiliki 54 pasal mencakup semua aspek kehidupan anak
dan menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi
hak semua anak di mana pun.** Hal ini juga menjelaskan bagaimana orang dewasa
dan pemerintah harus bekerja bersama untuk memastikan semua anak dapat
menikmati semua hak mereka dimana setiap anak memiliki hak, apa pun etnis,

jenis kelamin, agama, bahasa, kemampuan atau status lainnya.

Konvensi ini harus dilihat secara keseluruhan, dengan kata lain semua hak yang
tertulis merupakan hal yang saling terkait dan setara sehingga tidak ada hak yang
lebih penting dari hak yang lainnya.®® Contoh dari hak untuk anak yang terdapat
dalam Konvensi ini adalah Hak untuk bersantai dan bermain (the right to relax
and play)®, hak atas kebebasan berekspresi (the right to freedom of expression)®”,

memiliki kepentingan yang sama pentingnya dengan hak untuk selamat dari

% pasal 2 Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

% pasal 4 Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

% “Iow we protect children s rights with The UN Convetion on the rights of the Child”
diakses dari https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/ pada tanggal 5
Mei 2019 pukul 22.24 WIB

% Ibid.

% pasal 31 Konvensi Hak-Hak Anak

% pasal 13 Konvensi Hak-Hak Anak


http://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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kekerasan (have equal importance as the right to be safe from violence)®, dan hak
atas pendidikan (the right to education)®. Pada konvensi ini juga secara jelas

menyebutkan berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia

15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik

bersenjata.'®

Ada empat pasal di dalam konvensi yang dianggap istimewa dan dikenal sebagai

"Prinsip Umum™ yang membantu menjelaskan pasal lain dalam konvensi sebagai

peran mendasar dalam mewujudkan semua hak untuk semua anak, yaitu:'%*

a. Pasal 2 tentang Non-diskriminasi
b. Pasal 3 tentang Kepentingan terbaik untuk anak
C. Pasal 6 tentang Hak untuk bertahan hidup dan berkembang

d. Pasal 12 tentang Hak untuk didengar

Konvensi ini berisi sejumlah perjanjian untuk menambahkan hak lebih lanjut bagi
anak-anak yang bersifat opsional bagi negara-negara, ini disebut dengan “Protokol
Opsional”.**? Yang terdiri dari:

1) Protokol Opsional tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata;
yang mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan usia minimum agar anak-
anak dapat bergabung dengan angkatan bersenjata sejak 15 tahun dan untuk
memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang berada di bawah

usia 18 tahun tidak ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata.

% pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak

% pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak

100 pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak

101 «rrow we protect children ’s rights.., Loc.cit
192 I pid.


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhg7R9LPWppbAsFCxnBi2QtrjaSpew
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2) Protokol Opsional untuk konvensi tentang penjualan anak-anak, pelacuran
anak dan pornografi anak; yang memberikan persyaratan terperinci bagi
pemerintah untuk mengakhiri eksploitasi seksual dan pelecehan anak-anak. Ini
juga melindungi anak-anak dari penjualan untuk tujuan non-seksual, seperti
bentuk-bentuk kerja paksa lainnya, adopsi ilegal dan sumbangan/jual-beli
organ.

3) Protokol Opsional tentang prosedur komunikasi; yang memungkinkan anak-
anak untuk mengajukan pengaduan ke PBB ketika hak-hak mereka dilanggar
dan sistem hukum negara dari anak-anak itu sendiri tidak dapat menawarkan

solusi.

6. Sustainable Development Goals (SDGs) Resolution

Resolusi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Resolusi A/RES/70/1 ini
adalah rencana aksi untuk masyarakat, planet dan kemakmuran yang merupakan
hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang agenda pembangunan
berkelanjutan untuk tahun 2030, selanjutnya pada tanggal 25 September 2015
resolusi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB.'® Resolusi ini memuat pernyataan
dari perwakilan negara-negara, visi, prinsip dan komitmen bersama, keadaan
dunia, dan tujuan untuk pembangunan dunia menjadi lebih baik serta seruan

untuk turut ikut andil di dalamnya. Terdapat prinsip untuk menyeimbangkan 3

103 Majelis Umum PBB, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development”, Oktober 2015, him. 1 diakses dari
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcomp
act/A_RES 70 1 E.pdf padatanggal 8 Mei 2019 pukul 01.48 WIB


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhnTd3qVTMCs2Wp_88fnQfEZ7rOHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhnTd3qVTMCs2Wp_88fnQfEZ7rOHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhnTd3qVTMCs2Wp_88fnQfEZ7rOHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.crin.org/en/library/legal-database/optional-protocol-un-convention-rights-child-communications-procedure&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhWIWx8Sm_x-8QaicavtqMmj96j9w
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcomp
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dimensi pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dan tidak
dapat dipisahkan yakni;'*

a. People (manusia); dimana perwakilan dari negara-negara bertekad untuk
mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensi,
dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi
mereka dalam martabat dan kesetaraan dan dalam lingkungan yang sehat.

b. Planet (bumi); dimana negara-negara bertekad untuk melindungi planet ini
dari degradasi, termasuk melalui konsumsi dan produksi berkelanjutan,
mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan mengambil
tindakan mendesak pada perubahan iklim, sehingga dapat mendukung
kebutuhan para generasi sekarang dan masa depan.

c. Prosperity (kemakmuran); dimana negara-negara bertekad untuk
memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kemakmuran dan
memenuhi kehidupan dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi
yang terjadi selaras dengan alam.

d. Peace (perdamaian); dimana negara-negara bertekad untuk menumbuhkan
masyarakat yang damai, adil dan inklusif bebas dari rasa takut dan
kekerasan. Tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian
dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan.

e. Partnership  (kerjasama); dimana negara-negara bertekad untuk
memobilisasi cara yang diperlukan untuk mengimplementasikan Agenda ini
melalui Kemitraan Global yang direvitalisasi untuk Pembangunan

Berkelanjutan, berdasarkan pada semangat solidaritas global yang diperkuat,

% Ibid., him. 2
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yang secara khusus berfokus pada kebutuhan termiskin dan paling rentan
dan dengan partisipasi dari semua negara, semua stakeholders dan semua

orang.

Keterkaitan dan sifat terpadu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat
penting dalam memastikan bahwa tujuan agenda baru ini dapat terwujud. Apabila
setiap orang mewujudkan agenda ini, kehidupan setiap orang akan meningkat dan

bertransformasi menjadi lebih baik.

Resolusi A/RES/70/1 ini menyebut beberapa kali tentang memastikan akan
perlindungan anak, seperti pada Visi Nomor 8 yang menyebutkan bahwa “..dunia
yang berinvestasi pada anak-anaknya dan di mana setiap anak tumbuh bebas dari
kekerasan dan eksploitasi..”, dan keinginan mewujudkan kesetaraan gender
terhadap anak perempuan untuk dapat memperoleh akses pendidikan yang setara
dengan anak laki-laki dan dihilangkannya diskriminasi dan kekerasan gender
terhadap perempuan yang terdapat dalam Agenda Baru Nomor 20 sesuai dengan
tujuan kelima dari SDGs. Terdapat juga Agenda Baru nomor 27 yang
menyebutkan akan memberantas kerja paksa dan perdagangan manusia dan

mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.



BAB IIl METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research) vyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap

suatu permasalahan hukum tertentu.®

Pada penulisan skripsi berjudul “Pemenuhan Sustainable Development Goals
(SDGs) bagi Anak sebagai Nonkombatan di wilayah Konflik Bersenjata
Internasional” ini menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi Jenewa IV 1949 dan protokol tambahannya
serta diikuti dengan Resolusi Sustainable Development Goals (SDGs) untuk

mengkaji permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

B. Pendekatan Masalah
Pendekatan pada masalah juga dilakukan untuk dapat menghasilkan jawaban

terhadap rumusan masalah yang dipertanyakan. Penulisan skripsi ini

195 5pejono&H.Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003,
him.56
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menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum dengan
cara meneliti data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan
pengetahuan tentang regulasi hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat

tertentu.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
1. Sumber Data
Data yang diperoleh didapatkan dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat®

, yang terdiri

dari:

1) Universal Declaration of Human Right 1948

2) Geneva Convention IV (Protection of Civilian Persons in Time of War) 1949

3) Protocols I and 1l Additional to the Geneva Convention 1949

4) Convention on Rights of the Child 1989

5) The Optional Protocol on the Rights of the Child in the Involvement of
Children in Armed Conflict 2000

6) Sustainable Develpoment Goals (SDGs) Resolutions / United Nations General

Assembly A/RES/70/1 Resolutions

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta
pemahaman mengenai bahan hukum primer, contohnya hasil penelitian, hasil

karya hukum dan lainnya.*”’

196 5perjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif 7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2012, him.37

197 gperjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta: Universitas Indonesia,
2007, him. 52



c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah melalui
studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mempelajari
literatur yang digunakan sebagai referensi berkaitan dengan skripsi ini, melalui

perpustakaan dan situs-situs internet.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah mengetahui sumber data dan memperolehnya, langkah selanjutnya adalah

mengolah data. Penulis melakukan olah data dengan tahapan-tahapan sebagai

berikut;*®

a. ldentifikasi data atau seleksi, data yaitu mencari data yang diperoleh untuk
disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah
peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan
sesuai dengan keperluan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau
di kelompokan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data atau sistematika data, yaitu menyusun data menurut
sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan

peneliti dalam menginterpretasikan data.

1% Apdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004, him.122



D. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberikan
arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menguraikan dan menjelaskan
hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang terperinci dan dapat dimengerti

sehingga dapat dijadikan kesimpulan untuk rumusan masalah pada skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pembahasan dan penguraian fakta yang telah dilakukan sebelumnya mendapat
kesimpulan tentang:

1. SDGs mengakomodir perlindungan hak anak di wilayah konflik
sebagaimana dijabarkan dalam instrumen hukum internasional yang
melindungi hak anak antara lain Universal Declaration of Human Right
1948, Geneva Convention IV (Protection of Civilian Persons in Time of
War) 1949, Protocols | and 1l Additional to the Geneva Convention 1949,
Convention on Rights of the Child 1989 dan The Optional Protocol on the
Rights of the Child in the Involvement of Children in Armed Conflict 2000.
Dilihat dari ketentuan yang ada pada peraturan dan tujuan yang terdapat di
SDGs, keduanya memiliki relevansi untuk melindungi hak-hak anak di

wilayah konflik bersenjata.

2. Upaya pemenuhan hak anak di wilayah konflik bersenjata internasional

dalam kerangka SDGs telah dilaksanakan oleh organisasi internasional dan
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negara netral sebagai pengganti dari negara yang sedang tidak stabil akibat
konflik bersenjata internasional. Hak dasar yang setidaknya didapatkan bagi
anak di wilayah konflik bersenjata internasional itu ialah SDGs 2 Zero
Hunger tentang mengakhiri kelaparan bagi anak, SDGs 3 Good Health and
Well-being tentang hidup sehat dan kesejahteraan bagi anak, SDGs 4
Quality Education tentang pendidikan berkualitas dan layak bagi anak,
SDGs 8 Decent Work and Economic Growth tentang pelarangan kerja paksa
bagi anak dan melarang segala bentuk perekrutan tentara anak, SDGs 16
Peace, Justice, and Strong Institutions tentang pentingnya institusi yang

kuat dan adil untuk memenuhi hak anak.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Bahwa negara-negara yang sedang berkonflik atau dalam keadaan darurat
tetap memastikan hak-hak dasar minimum bagi anak, yang ditetapkan oleh
hukum internasional.

2. Perlunya peningkatan kerjasama antarnegara guna memenuhi hak anak,

sehingga konsep “no one left behind” dari SDGs dapat terimplementasi.
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